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‘Saya tidak berbicara dengan kata mungkin’
Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan ‘mungkin
saya bisa melakukannya’, tapi katakan ‘saya bisa melakukannya’. Kata
‘mungkin’ membuat semuanya terlihat berat dan mustahil.
‘Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan
jangan tinggalkan itu. Orang-orang yang bekerja dengan
ketulusan hati adalah mereka yang paling bahagia’
Kegagalan dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah
bagaimana kamu belajar dari kegagalan itu untuk berhasil. Berbahagialah
ketika gagal karena disana Tuhan memberikan pelajaran ketulusan.
Tetep sehat, tetep semangat untuk masa depan yang lebih baik.
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ABSTRAK
Aris Setyono, S351602012, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK,
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris yang
melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menganalisis akibat hukum
terhadap akta sebagai hasil tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh
notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Dilihat dari
sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian normatif . Analisis
berdasarkan logika deduksi. pendekatan kasus (Case Approach). Berdasarkan
penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban
notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik harus
dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam
ketentuan pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang
pemalsuan akta otentik yaitu Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling
lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik,. Akibat hukum
terhadap akta sebagai hasil tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh
notaris adalah hilangnya kekuatan pembuktian sempurna dan dapat dibatalkan.
.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Notaris; Pemalsuan Akta Otentik.
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ABSTRACT
Aris Setyono, S351602012, LIMITATION OF LEGAL NOTARIES WHICH
ACCEPTES CRIMINAL ARTICLES OF AUTHENTIC ACTING, Master Program of
Notary of Law Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta.
This study aims to analyze the accountability of a notary who commits an
authentic act of counterfeiting and analyzes the legal effect of the deed as a result of
an authentic act of counterfeiting by a notary. This research is normative legal
research (doctrinal). Judging from its nature, then this research is included into the
nature of normative research. Analysis based on deduction logic. case approach
(Case Approach). Based on the research and discussion it can be concluded that the
accountability of a notary who commits an authentic act of counterfeiting must be
criminally accountable as set forth in the provisions of Article 264 paragraph (1) of
the Criminal Code concerning authenticity of authentic documents ie Counterfeiting
is punishable by imprisonment maximum of eight years, if done against authentic
deeds. The legal consequence of the deed as a result of an authentic act of
counterfeiting of the deed done by the notary is the loss of the perfection and can be
undone.
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